BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : /63/211/2N23
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang . a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat;

b. bahwa  penyelenggaraan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
didahului proses penilaian lokasi;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan
proses penilaian lokasi dan telah mendapatkan
verifikasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Kesesuaian Substansi Penentuan Lokasi
Kumuh dengan Permen PUPR Nomor 14/2018 Provinsi
Jawa Tengah tanggal 20 Juli 2023;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (7)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh, lokasi yang telah
dinilai dan diverifikasi ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan  Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Kudus;
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Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 177);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU . Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Kudus.

KEDUA . Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabarkan lebih
lanjut dalam:

a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini;

b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan ini; dan

c. Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Keputusan ini.

KETIGA . Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan
berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Kudus dengan melibatkan peranan
masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan
lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang Nomor
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh.

KEEMPAT . Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan
sebagai dasar penyusunan rencana pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di Kabupaten Kudus, yang merupakan komitmen
Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendukung Program
Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk
dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

KELIMA . Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Kudus meliputi sejumlah 57 (lima puluh tujuh)

lokasi, berada di 17 (tujuh belas) desa, 7 (tujuh)
kecamatan, dengan luas total sebesar 86,01 (delapan

puluh enam koma nol satu) hektar.
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KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, maka Pemerintah Kabupaten Kudus
berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara
tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan
daerah dalam bidang perumahan dan permukiman,
bersama-sama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Kudus Nomor 653/60.1/2017 tentang Penetapan Lokasi
Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kudus
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

T

1.

2.

@

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 51 Agustus 2023

BUPATI KUDUS,

e

HARTOPO

embusan:
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
Tengah,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah,;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus yang terkait;

Kepala Desa terkait.
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